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Menimbang : a

Mengingat - 1.

9.

10,

11,

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum  untuk

penyclenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam
memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan
[zin Operasional

Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang
Pendidikan;

Undang-Undng Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah :

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -
Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang  Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor - 58 Tahun 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini -

Peraturan Mentesi Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang

'F;um_henlukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
apin |

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang

Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasiap

Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinty.




Memperhatikan © a. Surat Permohonan  Kepala TK. “KARTINI” Nomor : - tanggal 14

April 2022, _ _ |
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor

- 491 09.1/327-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 25 April 2022,

MEMUTUSKAN
Menctapkan
KESATU © Memberikan Izin Operasional kepada
Nama Lembaga . TK “ KARTINI®
NPSN : 30312458
NSS ;- _
Jenis Kegiatan - Taman Kanak-Kanak (TK)
Tahun Pendirian : 11 Desember 1932'
Kepala Penyelenggara : Winda Pramita Sari, S.Pd
Status Lembaga - Yayasan Mandini B
Alamat . Desa Bungur Baru RT. 003 RW.
002 Ds. Bungur Baru Kec.
Bungur Kab. Tapin

KEDUA ¢ Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 09 Mei
2025.

KETIGA - Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
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